
Penjelasan 
yang diberikan kepolisian masih

mengundang pertanyaan.

JAKARTA — Presiden Susilo Bambang Yu-
dhoyono menegur Kepala Kepolisian Re-
publik Indonesia Jenderal Bambang Hen-
darso Danuri karena dinilai tidak tegas
menerangkan kasus mafia hukum dan soal
rekening gendut sejumlah perwira polisi.
Teguran itu disampaikan secara langsung
oleh Presiden dengan memanggil Kepala
Polri pada Sabtu pekan lalu.

Menurut Denny Indrayana, Staf Khusus
Presiden Bidang Hukum, Hak Asasi Manu-
sia, dan Pemberantasan Korupsi, Presiden
lalu memerintahkan kepolisian memperje-
las, mempertegas, dan menuntaskan kasus
tersebut.“Penjelasan yang diberikan kepo-
lisian masih mengundang pertanyaan,”ka-
ta Denny kepada Tempo kemarin.

Dalam pertemuan itu, Denny melanjut-
kan, Presiden mengingatkan Bambang
Hendarso agar lebih peka terhadap masuk-

an dari masyarakat.Tujuannya agar masya-
rakat tidak kehilangan kepercayaan terha-
dap kepolisian. “Tanpa masyarakat, polisi
tidak akan mampu menjalankan tugasnya,”
kata Denny, yang juga menjabat Sekretaris
Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hu-
kum.“Kerja polisi bakal terkendala.”

Cerita perihal rekening gendut petinggi
kepolisian sempat muncul pada akhir Juli
2005. Berdasarkan laporan Pusat Pelapor-
an dan Analisis Transaksi Keuangan, dike-
tahui 15 petinggi kepolisian diduga memi-
liki rekening tak wajar. Kasus serupa di-
ungkap Majalah Berita Mingguan Tempo
pada edisi 28 Juni-4 Juli 2010. Dalam la-
poran itu, Tempo menyebutkan sejumlah
perwira Polri yang diduga memiliki reke-
ning jumbo dengan sumber dana yang ti-
dak jelas.

Sejumlah kalangan mengusulkan pem-
bentukan tim independen guna mengusut
rekening gendut. Namun Kepala Polri
Bambang Hendarso menolak dan berkete-
tapan bahwa masalah itu cukup ditangani
tim internal kepolisian. Ia kemudian mem-
bentuk tim klarifikasi, yang dipimpin Ko-
misaris Jenderal Ito Sumardi, Kepala Ba-
dan Reserse Kriminal Mabes Polri. Pada 16
Juli lalu, juru bicara Mabes Polri, Inspektur
Jenderal Edward Aritonang, mengumum-
kan hasil kerja tim tersebut. Dia menyebut-
kan, dari 23 rekening yang isinya miliaran
rupiah yang diduga bermasalah itu, 17 re-
kening dapat dibuktikan wajar, sedangkan
sisanya masih diteliti. Penjelasan ini memi-
cu keraguan sejumlah kalangan karena
klarifikasi hanya dilakukan oleh tim inter-
nal kepolisian.

Kemarin, saat dimintai konfirmasi ten-
tang teguran Presiden tersebut, Bambang
Hendarso memilih bungkam. “Tidak ada,
tidak ada (komentar),” kata dia. Adapun
Komisaris Jenderal Ito Sumardi menyata-
kan kepolisian telah bekerja optimal.“Se-
mua rekening kami selidiki,”ujar dia. Saat
ditanyai ihwal teguran Presiden kepada
Kepala Polri, Ito mengaku tidak tahu.“Ta-
nya sendiri ke Denny (Denny Indrayana),”
ujarnya.
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Bila segala jenis absensi DPR tak mempan.

suri karena pemiliknya meninggal, 3 rekening be-
lum bisa disimpulkan karena masih diteliti, 1 reke-
ning sudah diproses pengadilan, dan 1 lagi masih
diproses hukum.

Pemilik rekening yang telah diproses pengadilan
adalah Komisaris Martin Reno, Kepala Satuan Tin-
dak Pidana Tertentu kepolisian Daerah Papua. Se-
kitar 2005, Martin terbelit kasus illegal logging di
Papua. Namun dia disebut-sebut dibebaskan oleh
pengadilan.

▼ 16 JULI:
Berbagai kalangan mengaku tidak mempercayai

hasil kerja tim tersebut. Mereka berkukuh perlu tim
independen atau tim gabungan. Pada hari yang sa-

ma, DPR berencana mengundang Kepala Polri un-
tuk meminta klarifikasi berkaitan dengan rekening
gendut. Tapi pertemuan terus tertunda dan tidak
ada kejelasan sampai saat ini.

▼ 24 JULI: 
Presiden Yudhoyono menegur Kepala Polri Bam-
bang Hendarso Danuri serta meminta polisi mem-
perjelas, mempertegas, dan menuntaskan kasus
rekening gendut.

● NASKAH | DWI WIYANA | CORNILA DESYANA | AKBAR TRI | EVAN

▼ SEJAK 2005,
polisi mendapat 831 la-
poran hasil analisis transaksi
keuangan dari Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan. Dari
jumlah itu, empat laporan merupakan
laporan 2010, sisanya laporan lama
pada 2005.

▼ 28 JUNI-4 JULI 2010: 
Majalah Tempo melansir sejumlah perwira
Polri yang memiliki rekening gendut yang
sumber perolehan dananya diduga tidak je-
las.

▼ 2 JULI: 
Denny Indrayana, Staf Khusus Presiden Bi-
dang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan
Pemberantasan Korupsi, mengusulkan
pembentukan tim gabungan untuk meng-
usut rekening gendut. Kepala Polri menolak
dan membentuk tim klarifikasi internal dari
kepolisian.

▼ 16 JULI: 
Juru bicara Mabes Polri, Inspektur Jenderal
Aritonang, mengumumkan hasil kerja tim
internal kepolisian. Dari 23 rekening gen-
dut yang awalnya dicurigai bermasalah, tim
menyatakan 17 rekening dapat dibuktikan
wajar. Sisanya, 1 rekening tak bisa ditelu-

PRESIDEN 
TEGUR 
KAPOLRI 

REKENING PERWIRA POLISI

E
D

I 
W

A
H

Y
O

N
O

 (
T

E
M

P
O

)

Biar Rekening Gendut  
Tidak Kusut

Penggiat antikorupsi tidak puas atas pe-
nanganan kasus rekening gendut perwi-

ra polisi oleh tim internal kepolisian, itu bia-
sa. Tapi, kalau ketidakpuasan disampaikan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, itu
agak luar biasa. Sikap tegas memang diper-
lukan agar pengusutan rekening gendut tak
makin kusut. Inilah perjalanan kasus itu.
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Agar Jakarta Tak Lumpuh

D iperlukan upaya yang luar biasa untuk mengurai
kemacetan lalu lintas di Ibu Kota. Pemerintah
DKI Jakarta dan pemerintah pusat harus bahu-

membahu dalam membangun sistem angkutan massal.
Tanpa perubahan radikal, lalu lintas di kota ini bakal
lumpuh pada akhir 2011 seperti diramalkan para pe-
neliti masalah transportasi.

Peran publik juga amat penting karena kebijakan
ke arah sistem angkutan massal memerlukan pengor-
banan mereka. Penggunaan kendaraan pribadi, baik
mobil maupun sepeda motor, akan dibatasi. Jalan raya
bakal diprioritaskan bagi angkutan umum. Inilah ga-
gasan yang mulai digelindingkan oleh para pejabat
pusat dan pemerintah Jakarta untuk meredam kema-
cetan.

Asalkan dijalankan secara konsisten, sebagian besar
masyarakat tentu menyokong konsep itu. Selama ini
khalayak justru amat dirugikan oleh kemacetan. Ma-
lah ada yang menghitung, kerugian ekonomi akibat
keadaan ini mencapai Rp 17,2 triliun per tahun. Ini
belum termasuk kerugian lain, misalnya dari udara
yang tercemar akibat emisi gas buang, yang diperkira-
kan sekitar 25 ribu ton per tahun.

Kemacetan jelas disebabkan oleh tidak berimbang-
nya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor dengan
pengembangan jaringan jalan. Jumlah kendaraan roda
dua dan empat di Jakarta sebanyak 6,7 juta unit, de-
ngan pertumbuhan 1.172 unit per hari. Bandingkan
dengan panjang jalan yang 7.650 kilometer, dan de-
ngan pertumbuhan panjang jalan yang hanya 0,01
persen per tahun.

Jumlah kendaraan pribadi yang lebih banyak di-
banding kendaraan umum memperparah keruwetan
transportasi di Jakarta. Dari total jumlah kendaraan
itu, 98 persen adalah kendaraan pribadi, sedangkan si-
sanya angkutan umum. Padahal jumlah orang yang
diangkut kendaraan pribadi jauh lebih sedikit ketim-
bang penumpang yang dibawa angkutan umum. Ken-
daraan pribadi hanya mengangkut sekitar 49,7 persen
orang yang beraktivitas. Adapun kendaraan umum
mengangkut sekitar 50,3 persen penumpang.

Situasi ini mesti dibalik. Pemilik kendaraan pribadi
harus dibuat bersedia berpindah ke angkutan umum.
Syaratnya, pemerintah menyediakan transportasi mas-
sal yang bersih, manusiawi, dan jumlahnya mencu-
kupi.

Pemerintah DKI Jakarta tentu tak bisa diharapkan
mampu bekerja sendirian mengatasi masalah kema-
cetan. Pemerintah pusat perlu ikut turun tangan, baik
dalam soal anggaran maupun kebijakan. Pusat, misal-
nya, perlu mengucurkan bantuan dana untuk memba-
ngun sistem transportasi massal. Pemerintah pusat ju-
ga membuat kebijakan yang mendukung program
transportasi massal yang dirancang pemerintah dae-
rah.

Keseriusan pemerintah mewujudkan angkutan
umum yang murah, aman, dan nyaman itulah yang ke-
rap dipertanyakan. Sebagian masyarakat kesal karena
lajur busway dibiarkan kosong akibat ketidaksiapan
pemerintah DKI menyediakan armada bus yang cu-
kup. Banyak juga yang tak sabar lantaran sistem ang-
kutan massal hanya didiskusikan dari tahun ke tahun
tanpa kemajuan yang berarti dalam pelaksanaannya.

Sebagian besar warga Ibu Kota tentu tak berkebe-
ratan membatasi penggunaan kendaraan pribadi an-
daikata pemerintah sungguh-sungguh menyediakan
transportasi umum. ●

KUTIPAN
“Tangan yang menyerahkan penghargaan
ini penuh lumpur, yang membuat ribuan
orang menderita.”

Mantan Menteri Pendidikan Daoed Joesoef, kemarin di
Jakarta, mengungkapkan alasannya menolak penghargaan
Bakrie Award.

“Saya lihat sendiri, saya dengar sendiri.”

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kemarin di Ja-
karta, menyampaikan rasa kecewanya terhadap para kepa-
la daerah yang tak becus mengelola daerahnya.

Fraksi PDIP dan 
Hanura melakukan

walkout.
JAKARTA — Diwarnai walk-
out dan hujan interupsi, ra-
pat paripurna Dewan Per-
wakilan Rakyat akhirnya
menetapkan Darmin Nasu-
tion sebagai Gubernur Bank
Indonesia.

“Keputusan rapat pari-
purna ini sah: Darmin Nasu-
tion ditetapkan sebagai Gu-
bernur Bank Indonesia,”kata
ketua rapat paripurna, Priyo
Budi Santoso dari Fraksi
Golkar, di ruang sidang pari-
purna DPR kemarin sore.

Selanjutnya hasil rapat
paripurna akan diserahkan
kepada Presiden untuk di-
buat keputusan Presiden
tentang pengesahan Darmin
Nasution sebagai Gubernur
Bank Indonesia.

Dalam uji kelayakan dan
kepatutan oleh Komisi Ke-
uangan dan Perbankan DPR
pekan lalu, semua fraksi
mendukung Darmin sebagai
Gubernur Bank Indonesia.
Meski demikian, Komisi
memberikan sembilan catat-
an berkaitan dengan du-
kungan itu, antara lain Dar-
min harus mengundurkan
diri dari jabatannya jika
berstatus terdakwa tanpa
menunggu adanya keputus-
an berkekuatan hukum te-
tap dari penegak hukum.

Namun, saat rapat pari-
purna digelar,Fraksi PDI Per-

juangan dan Hati Nurani
Rakyat memilih melakukan
walkout.PDIP memilih ke lu-
ar ruangan setelah rapat me-
nolak usulan mereka agar di-
lakukan voting tertutup da-
lam pengambilan keputusan.
“Kami meminta voting. Ka-
rena menyangkut nama
orang, maka dilakukan seca-
ra tertutup,” kata Tjahjo Ku-
molo, Ketua Fraksi PDIP.

Adapun juru bicara Frak-
si Hanura, Syarifuddin Su-
ding, mengatakan fraksinya
menghargai keputusan Ko-

misi Keuangan dan Per-
bankan, yang melakukan uji
kelayakan dan kepatutan
terhadap Darmin. Namun
Hanura, ujarnya, tetap kon-
sisten pada hasil rapat pari-
purna DPR dalam kasus da-
na talangan Bank Century.
Rapat tersebut menyatakan
Darmin sebagai salah satu
pihak yang dianggap ber-
tanggung jawab dan harus
diproses hukum.

“Untuk itu, Hanura meno-
lak pencalonan Saudara Dar-
min sebagai Gubernur Bank

Indonesia,”kata Suding.
Sedangkan fraksi-fraksi

yang tergabung dalam Sek-
retariat Gabungan Koalisi
tetap menyatakan dukung-
an terhadap Darmin.

Fraksi Gerakan Indonesia
Raya, yang tidak tergabung
Sekretariat Gabungan Koa-
lisi, juga mendukung man-
tan Direktur Jenderal Pajak
itu sebagai Gubernur Bank
Indonesia. “Kami mendu-
kung semua keputusan yang
telah dicapai di Komisi XI
(Komisi Keuangan dan Per-
bankan DPR), yaitu menye-
tujui Saudara Darmin seba-
gai Gubernur BI dengan di-
sertai sembilan catatan
yang merupakan komitmen
yang tak terpisahkan,” kata
juru bicara Gerindra, Sadar
Subagyo.

Perdebatan hangat ber-
langsung selama rapat pari-
purna dan beberapa kali ra-
pat diskors. Walkout dua
fraksi itu tidak mempenga-
ruhi rapat paripurna dalam
pengambilan keputusan.
Rapat dinyatakan meme-
nuhi kuorum.

Anggota Komisi Keuang-
an dan Perbankan DPR dari
Fraksi PDIP, Maruarar Si-
rait, menyesalkan sikap Ha-
nura yang menolak Darmin.
“Kenapa dipermasalahkan
baru hari ini? Mestinya ja-
ngan di paripurna, tapi saat
di Komisi XI,” kata Marua-
rar, yang juga ikut melaku-
kan walkout.
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JAKARTA — Rencana pertemu-
an antara Komisi Hukum
Dewan Perwakilan Rakyat
dan Kepala Kepolisian Re-
publik Indonesia Jenderal
Bambang Hendarso Danuri
makin tidak jelas. Beberapa
kali jadwal dibuat, pertemu-
an selalu gagal terlaksana,
termasuk kemarin. “Hari ini
ada paripurna, sepertinya ha-
bis reses-lah,”kata Wakil Ke-
tua Komisi Hukum Tjatur
Sapto Edy saat dihubungi
Tempo kemarin.

Rencana pemanggilan dan
permintaan klarifikasi kepa-
da Kepala Polri muncul sete-
lah tim internal kepolisian
melansir hasil klarifikasi me-
reka atas 23 rekening gendut
perwira mereka pada 16 Juli
lalu. Polisi mengklaim 17 re-

kening wajar, 1 pemiliknya
meninggal,2 masih diproses,2
sudah masuk pengadilan, dan
1 rekening pemiliknya sedang
ikut pemilihan kepala daerah.

Semula pertemuan dijad-
walkan sepekan setelah
pengumuman dari kepolisi-
an, kemudian ditunda paling
lambat Senin lalu. Namun,
pada Senin lalu, rencana itu
batal karena Kepala Polri se-
dang bertugas di Nusa Teng-
gara Timur. Belakangan,
muncul rencana pemanggil-
an setelah Dewan menjalani
masa reses hingga 15 Agustus
mendatang. Tapi tanggalnya
belum bisa dipastikan.

Anggota Komisi Hukum,
Didi Irawadi, mempertanya-
kan berulang-ulangnya pe-
nundaan itu. Menurut politi-

kus dari Partai Demokrat ini,
pertemuan dengan Kepala
Polri merupakan agenda pen-
ting yang harus dikedepankan
oleh pemimpin komisi meng-
ingat banyak isu krusial, khu-
susnya tentang rekening gen-
dut perwira polisi. Karena itu,
semakin cepat pertemuan itu
dilakukan akan semakin baik.
“Ini isu besar, dan masyarakat
ingin melihat concern kita pa-
da masalah ini,” katanya ke-
marin, “Pimpinan seharusnya
memikirkan hal ini.”

Sementara itu, kemarin
Komisi Pemberantasan Ko-
rupsi kembali menegaskan
perihal batasan gratifikasi.
Menurut lembaga ini, sum-
bangan pengusaha ke suatu
lembaga pemerintah, terma-
suk kepolisian, juga terma-

suk gratifikasi.“Tak ada pe-
ngecualian, baik individu
maupun lembaga, harus me-
laporkan, termasuk kepolisi-
an,” kata Wakil Ketua KPK
Haryono Umar di kantornya.

Sumbangan seperti ini
pernah diterima Mabes Polri
saat membangun Balai Pela-
yanan Keluhan Masyarakat
serta Balai Media dan Infor-
masi. Bahkan, saat meresmi-
kan balai itu pada Januari la-
lu, Kepala Badan Reserse
Kriminal Komisaris Jenderal
Ito Sumardi mengakui bah-
wa pendirian balai tersebut
mendapat bantuan dari seo-
rang pengusaha. Bahkan
Tempo melihat si pengusaha
hadir dalam peresmian ge-
dung tersebut.

● MUNAWWAROH | ANTON SEPTIAN | DWI WIYANA

Paripurna DPR Tetapkan
Darmin Gubernur BI 

Rencana Pertemuan DPR 
dengan Kepala Polri Makin Kabur

Pendukung dan Penolak Darmin Nasution

MENDUKUNG

❏ Demokrat
❏ Golkar
❏ PKS 
❏ PPP
❏ PAN
❏ PKB 
❏ Gerindra 

MENOLAK

❏ PDIP
Alasan: 
- Menolak voting terbuka

❏ Hanura 
Alasan: 
- Menolak voting terbuka 
- Darmin diduga terlibat kasus Bank Century

IMAM SUKAMTO (TEMPO)
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Hendra tengah bersiap menuju kan-
tor, saat Lisa isterinya memulai pem-
bicaraan. “Ayah, setelah gajian besok
kita bukakan tabungan untuk anak
kita? Biar bisa mulai belajar disiplin
menabung”.

“Setuju sekali. Tapi kenapa harus
tunggu gajian? Nanti siang juga bo-
leh,” jawab Hendra santai. “Kan seto-
ran awalnya lumayan besar, jadi le-
bih baik tunggu ayah gajian saja,”ba-
las Lisa.

“Bunda ketinggalan berita ya. Se-
karang kan ada yang namanya
TabunganKu. Setoran awalnya
cukup Rp 20 ribu. Datang saja ke
Bank Mandiri,” ujar Hendra.

Yang dijelaskan Hendra tadi benar.

Kini menabung di bank semakin
mudah. Sejak dicanangkan Gerakan
Indonesia Menabung 20 Februari
2010 lalu oleh Bapak Presiden SBY,
telah diluncurkan produk TabunganKu.
TabunganKu adalah rekening
Tabungan untuk perorangan
dengan persyaratan mudah dan
ringan guna menumbuhkan budaya
menabung serta meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

Bank Mandiri sebagai Bank terbesar
di Indonesia mendukung Gerakan
Indonesia menabung dan turut aktif
memasarkan produk TabunganKu.

Ada banyak keunggulan TabunganKu
yang ditawarkan oleh Bank Mandiri.
Yang pertama: persyaratannya ringan,

hanya dengan minimal setoran awal
Rp 20 ribu dan setoran selanjutnya
minimal Rp 10 ribu sudah bisa mem-
buka rekening TabunganKu.

TabunganKu juga menguntungkan.
Bunga simpanannya menarik dan di-
hitung berdasarkan saldo harian. Ini
jelas lebih menguntungkan dari-
pada menyimpan uang tunai di
rumah. Menariknya lagi, dana di
rekening TabunganKu dapat terus
berkembang tanpa dikenakan biaya
administrasi bulanan. Bila dipelukan
dana di TabunganKu dapat ditarik
sewaktu-waktu dengan sisa saldo
minimal di rekening hanya Rp 20
ribu. Nasabah TabunganKu dari Bank
Mandiri mendapatkan buku Tabungan
sebagai bukti kepemilikan dan bisa

mendapatkan fasilitas kartu TabunganKu
sesuai ketentuan yang berlaku.
Menarik bukan?

Untuk penyetoran dana dan
penarikan tunai, dapat dilakukan
melalui Kantor Cabang Bank Mandiri
tempat pembukaan rekening. Jika
nasabah memiliki Kartu TabunganKu
bisa menikmati kenyamanan ber-
transaksi melalui ATM berupa trans-
aksi penarikan uang dan informasi
saldo rekening di ribuan mandiri
atm, serta ATM lain yang berlogo
Link dan ATM Bersama. Nasabah
juga bisa melakukan transaksi
penyetoran uang tunai melalui
mandiri mobile dan mandiri atm
cash deposit machine.

Dalam rangka menumbuhkan
budaya menabung, TabunganKu
sangat cocok untuk edukasi
menabung sejak dini kepada anak-
anak/pelajar. Dengan TabunganKu,
menabung menjadi mudah dan
ringan. Tidak perlu menunggu ter-
kumpulnya uang setoran awal yang
besar, cukup dengan Rp 20 ribu dan
kartu identitas (KTP) sudah bisa
membuka rekening TabunganKu.
Bagi anak/pelajar yang belum mem-
punyai KTP, pembukaan rekening
TabunganKu dapat dilakukan oleh
orang tua.

Nah, menabung itu mudah bukan?
Jadi tunggu apalagi, segera ke Bank
M a n d i r i  d a n  b u k a  r e k e n i n g
TabunganKu. n  

n Cukup mengisi formulir
aplikasi dan menunjukkan
kartu identitas (KTP) yang
masih berlaku.

n Penyetoran dana dapat
dilakukan melalui Kantor
Cabang Bank Mandiri tempat
pembukaan rekening, mandiri
mobile atau mandiri atm
cash deposit machine.

n Transaksi penarikan tunai
dilakukan di Kantor Cabang
Bank Mandiri tempat pem-
bukaan rekening, minimal
Rp 100 ribu per transaksi
atau penarikan melalui ATM
m e n g g u n a k a n  k a r t u
TabunganKu.

n Satu orang hanya bisa me-
miliki satu rekening, kecuali
bagi orang tua yang mem-
buka rekening untuk anak
yang masih dibawah per-
walian.

n Tidak diperkenankan untuk
rekening bersama dengan
status “dan/atau”.

Syarat dan ketentuan
rekening TabunganKu

Mudahnya Menabung dengan Tabunganku
Setoran awal minimum hanya Rp 20 ribu, tanpa biaya administrasi, dengan bunga simpanan yang dihitung
berdasarkan saldo harian.



“Kenaikan akan kami
lakukan setelah 

perbaikan pelayanan.”

SURABAYA — PT Kereta Api akan
menaikkan tarif kelas ekonomi
sekitar 16 persen setelah Idul
Fitri pada September menda-
tang. “Kenaikan akan kami la-
kukan setelah kami berikan
perbaikan pelayanan,”kata Dir-
jen Perkeretaapian Kementeri-
an Perhubungan Tundjung In-
derawan saat menginspeksi rel
kereta api di Stasiun Gubeng,
Surabaya, kemarin.

Menurut Tundjung, tarif ter-
paksa dinaikkan karena sejak
2004 tarif kereta ekonomi tak
pernah naik. Bahkan, pada
2009, tarif kereta ekonomi sem-
pat diturunkan.“Padahal infla-
si tiap tahun,”ujarnya.

Meski kenaikan ditentukan
hanya 16 persen, di beberapa
rute, kenaikan tarif bisa men-
capai 75 persen. Tundjung
mencontohkan kenaikan tarif

kereta rel listrik (KRL) Jakar-
ta-Bogor. “Jakarta-Bogor bia-
sanya Rp 2.000, akan kami na-
ikkan menjadi Rp 3.500,”ujar-
nya.

PT KA telah melakukan sur-
vei kelayakan, yang hasilnya
menyatakan penumpang tidak
berkeberatan atas rencana ke-
naikan itu. “Kalau kami lihat,
tiket kereta cuma Rp 3.500.”
Padahal, kata Tundjung,“Mere-
ka naik dengan menenteng
ponsel untuk chatting dan
browsing . Berarti mereka kan
mampu.”

Rencana kenaikan tarif itu
ditolak konsumen. Anggota
Pengurus Harian Yayasan Lem-
baga Konsumen Indonesia, Su-
daryatmo, mengatakan, sebe-
lum menaikkan tarif, PT KA
seharusnya membuat standar
pelayanan minimum (SPM).
“Hingga kini PT KA masih be-
lum memiliki SPM.” Standar
diperlukan sebagai bentuk
tanggung jawab PT KA selaku
penerima dana public service
obligation (PSO), yang digelon-

torkan pemerintah bagi pe-
numpang kereta ekonomi.

Laporan keuangan pun se-
harusnya dipisah antara pema-
sukan tiket kereta kelas ekono-
mi dan kelas bisnis serta ekse-
kutif (komersial). “Selama ini
dijadikan satu, sehingga peng-
gunaan dana subsidi tidak ter-
kontrol,”kata Sudaryatmo.

Koordinator KRL Mania—
kumpulan penumpang KRL
Jakarta dan sekitarnya—Agus
Imansyah berpendapat senada.
Saat ini, kata dia, masih ba-
nyak kekurangan dalam fasili-
tas dan pelayanan di KRL. Se-
jumlah fasilitas rusak, penum-
pang berjubel, bahkan ada
yang naik ke atap kereta.

Kritik itu dibantah. Juru bi-
cara PT KA, Sugeng Priyono,
mengatakan perbaikan fasili-
tas dan layanan akan dilaku-
kan seiring dengan rencana ke-
naikan tarif. PT KA sedang
menggodok standar pelayanan.
Pemisahan pengelolaan penda-
patan PSO dengan kereta ko-
mersial juga dilakukan secara

bertahap. “Sambil menunggu,
PT KA akan meningkatkan pe-
layanan dan mengoptimalkan
fasilitas-fasilitas dasar yang
telah ada, seperti kipas angin
dan sebagainya,”ujar Sugeng.

Juru bicara PT KA Daerah
Operasi I Jakarta, Mateta Riza-
lulhaq, menyatakan hal yang
sama. “Stasiun kereta lebih
bersih, toilet kami perbaiki dan
bersihkan.” Perbaikan juga di-
lakukan pada kipas angin,
lampu, dan pintu otomatis ke-
reta yang rusak.

Corporate Secretary PT KA
Komuter Jabodetabek Mak-
mur Syahendra mengatakan
pihaknya telah membeli 48
unit gerbong KRL dari Jepang
sejak tahun lalu. Hingga akhir
2010, gerbong akan mencapai
98.Tahun depan, ia mentarget-
kan membeli 100 gerbong lagi.
“Jumlah penumpang KRL per
hari 500 ribu orang,” ujarnya.
“Seharusnya ada sekitar 500
gerbong KRL untuk mengang-
kutnya.”
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JAKARTA — Ketua Komisi Penyiaran
Indonesia Dadang Rahmat Hidayat
menyatakan pihaknya bersama
Asosiasi Televisi Swasta Indonesia
akan membahas secara khusus me-
ngenai siaran televisi sepanjang Ra-
madan mendatang. Mereka akan
membahas masalah itu dalam per-
temuan pada 3 Agustus nanti.

“Memang masih ada masalah di
sisi content tayangan televisi se-
hingga perlu dievaluasi dan dikaji

ulang,” kata Dadang seusai rapat
dengar pendapat dengan Komisi I
(Pertahanan) Dewan Perwakilan
Rakyat di gedung DPR semalam.

Adapun masalah content yang
muncul antara lain masih adanya
tayangan yang menonjolkan sisi ke-
kerasan, menampilkan sesuatu
yang tidak penting atau sesuatu
yang bisa mempengaruhi perilaku
dan moral, terutama pada anak.
“Padahal frekuensi milik publik

mestinya bisa digunakan untuk hal-
hal yang lebih penting,” kata Da-
dang.

Khusus tentang infotainmen, ia
mengakui bahwa topik tersebut
menjadi salah satu bahasan. Dalam
kaitan dengan hal itu, Dadang me-
nyebutkan adanya sejumlah usulan,
termasuk soal pengaturan jam ta-
yang infotainmen. Dalam hal ini, ia
menegaskan bahwa semua tayang-
an selama Ramadan, termasuk info-

tainmen, harus mengikuti aturan
penyiaran.

Sebelum rapat digelar, kemarin
siang beberapa politikus mengusul-
kan agar tayangan infotainmen ber-
henti sementara selama Ramadan.
“Hal itu disepakati di Komisi I
DPR,” ujar anggota Komisi Perta-
hanan,Tantowi Yahya.

Pendapat yang sama dilontarkan
politikus dari Demokrat yang juga
anggota Komisi Pertahanan, Rama-

dhan Pohan. Dia meminta agar ta-
yangan infotainmen berhenti siaran
untuk sementara selama bulan Ra-
madan. Alasannya, agar tidak
mengganggu ibadah. “Frekuensi si-
aran infotainmen selama ini terpan-
tau menguasai 14 jam per hari,”ka-
ta dia.“Hal itu harus dikurangi ka-
rena dikhawatirkan menjadi ta-
yangan yang dapat mengganggu ni-
lai-nilai bangsa.”
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KPI Akan Evaluasi Siaran Televisi pada Bulan Puasa

JAKARTA — Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia
(YLKI) mendesak kepolisian membeberkan data
hasil pemeriksaan kasus-kasus ledakan gas tabung
elpiji 3 kilogram. Lembaga Konsumen menilai sa-
ngat penting bagi khalayak untuk mengetahui ha-
sil pemeriksaan itu.

“YLKI meminta kepolisian membuka kasus le-
dakan tabung gas yang berstandar nasional mau-
pun nonstandar,” kata anggota Pengurus Harian
Lembaga Konsumen, Sudaryatmo, kemarin. Menu-
rut dia, khalayak perlu tahu, di antara dua jenis
(standar dan nonstandar) tabung itu, tabung yang
mana yang lebih banyak bermasalah. Khalayak ju-
ga perlu tahu mengapa ledakan gas sering terjadi
pada waktu subuh.

Selain waktu terjadinya ledakan, Sudaryatmo
melanjutkan, masyarakat ingin mengetahui nama
produsen tabung, slang, serta regulator bermasalah
dan sering menyebabkan ledakan itu.

Sudaryatmo mengeluhkan sikap polisi yang tertu-
tup setiap kali Lembaga Konsumen menanyakan ha-
sil pemeriksaan.“Kepolisian tidak pernah kasih info.”

Menanggapi desakan itu, juru bicara Markas Be-
sar Kepolisian RI, Edward Aritonang, mengatakan
hasil penelitian Pusat Laboratorium Forensik Ma-
bes Polri menyimpulkan ledakan gas terjadi akibat
buruknya kualitas aksesori dan slang.“Belum ada
yang diakibatkan tabung,”ujarnya kemarin.

Dia menjelaskan, saat gas bocor lewat aksesori
dan bersentuhan dengan api, ledakan pun terjadi.
“Api merambat dan membuat tabung meledak,”ka-
ta Edward. Namun, kata Edward, polisi belum da-
pat memastikan merek slang dan aksesori berma-
salah itu, juga belum menentukan adanya tersang-
ka. “Kami baru meminta keterangan kepada kor-
ban saja.”

Berkenaan dengan kisruh penarikan 9 juta ta-
bung elpiji 3 kilogram, Menteri Koordinator Kese-
jahteraan Rakyat Agung Laksono memastikan, pe-
narikan tabung gas akan dilakukan secara berta-
hap. Hanya, kata dia, kepastian kementerian atau
lembaga yang akan melakukan penarikan akan di-
putuskan dalam rapat koordinasi nanti.

Sebelumnya, beberapa menteri saling memban-
tah soal rencana penarikan 9 juta tabung gas. Men-
teri Perindustrian M.S. Hidayat berkukuh menya-
takan tidak ada rencana penarikan tersebut, terma-
suk menolak jika kementeriannya diminta melaku-
kan penarikan.

Sebaliknya, Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Darwin Zahedy Saleh serta Direktur Uta-
ma PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan me-
nyampaikan rencana penarikan 9 juta tabung gas,
dan Kementerian Perindustrianlah yang melaku-
kan penarikan. � KARTIKA CANDRA | MAHARDIKA SATRYA HADI | EKO ARI WIBOWO |
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Tarif Kereta Ekonomi 
Akan Naik 16 Persen

Polisi Didesak
Buka Hasil 
Penyelidikan 
Ledakan Gas

Penyerangan
Masjid

Salah seorang dari kelompok
non-Ahmadiyah kepalanya terlu-
ka setelah terkena lemparan
batu saat puluhan orang itu
berusaha menyerang Masjid
An-Nur milik jemaah Ahmadiyah
di Manis Lor, Kuningan, Jawa
Barat, kemarin. 
Berita terkait di halaman
A9.
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